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BAB I  
KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI 

 
 
 
1.1 Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia  

 Sistem pendidikan tinggi di Indonesia memiliki empat tahapan pokok, yaitu (1) Input; 

(2) Proses; (3) Output; dan (4) Outcomes. Input Perguruan Tinggi (PT) adalah lulusan SMA, 

MA, dan SMK sederajat yang mendaftarkan diri untuk berpartisipasi mendapatkan 

pengalaman belajar dalam proses pembelajaran yang telah ditawarkan. Input yang baik 

memiliki beberapa indikator, antara lain nilai kelulusan yang baik, namun yang lebih penting 

adalah adanya sikap dan motivasi belajar yang memadai. Kualitas input sangat tergantung 

pada pengalaman belajar dan capaian pembelajaran calon mahasiswa. 

Setelah mendaftarkan diri dan resmi menjadi mahasiswa, tahapan selanjutnya adalah 

menjalani proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang baik memiliki unsur yang baik 

dalam beberapa hal, yaitu: (1) capaian pembelajaran (learning outcomes) yang jelas; (2) 

Organisasi PT yang sehat; (3) Pengelolaan PT yang transparan dan akuntabel;  
(4) Ketersediaan rancangan pembelajaran PT dalam bentuk dokumen kurikulum yang jelas 

dan sesuai kebutuhan pasar kerja; (5) Kemampuan dan ketrampilan SDM akademik dan 

nonakademik yang handal dan profesional; (6) Ketersediaan sarana-prasarana dan fasilitas 

belajar yang memadai. Dengan memiliki keenam unsur tersebut, PT akan dapat 

mengembangkan iklim akademik yang sehat, serta mengarah pada ketercapaian masyarakat 

akademik yang profesional. Dalam perkembangannya, ketercapaian iklim dan masyarakat 

akademik tersebut dijamin secara internal oleh PT masing-masing. Namun, proses penjaminan 

mutu secara internal tersebut hanya dilakukan oleh sebagian kecil PT saja. Oleh karenanya, 

pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (KEMRISTEK 

DIKTI), mensyaratkan bahwa PT harus melakukan proses penjaminan mutu secara konsisten 

dan benar agar dapat menghasilkan lulusan yang baik. Setelah melalui proses pembelajaran 

yang baik, diharapkan akan dihasilkan lulusan PT yang berkualitas. Beberapa indikator yang 

sering digunakan untuk menilai keberhasilan lulusan PT adalah (1) IPK; (2) Lama Studi dan 

(3) Predikat kelulusan yang disandang. Namun proses ini tidak hanya berhenti disini. Untuk 

dapat mencapai keberhasilan, perguruan tinggi perlu menjamin agar lulusannya dapat terserap 

di pasar kerja. Keberhasilan PT untuk dapat mengantarkan lulusannya agar diserap dan diakui 

oleh pasar kerja dan masyarakat inilah yang akan juga membawa nama dan kepercayaan PT di 

mata calon pendaftar yang akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas dan kuantitas 

pendaftar (input). Siklus ini harus dievaluasi dan diperbaiki atau dikembangkan secara 

berkelanjutan (Gambar1-1). 

 

1.2 Landasan Pemikiran Kurikulum Pendidikan Tinggi  
Sebelum tahun 2000 kurikulum disusun berdasarkan tradisi 5 tahunan (jenjang S1) atau 3 

tahunan (jenjang D3) yang selalu mengindikasikan berakhirnya tugas satu perangkat 

kurikulum. Selain itu, berorientasi kepada rencana strategis PT yang memuat visi dan misi PT 

juga telah berubah. Sebagian besar alasan perubahan kurikulum berasal dari permasalahan 

internal PT sendiri. Apalagi pada situasi global seperti saat ini, dimana percepatan perubahan 

terjadi di segala sektor, maka akan sulit bagi masyarakat untuk menahan perkembangan ilmu 
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pengetahuan, teknologi, dan seni. Pada masa sebelum tahun 1999 (pre-millenium era) 

perubahan IPTEKS yang terjadi mungkin tidak sedahsyat pasca-millenium. Jika dipahami 

secara mendalam berdasarkan sistem pendidikan yang telah dijelaskan di atas, maka jika 

terjadi perubahan pada tuntutan dunia kerja sudah sewajarnyalah proses di dalam PT perlu 

untuk beradaptasi. Alasan inilah yang seharusnya dikembangkan untuk melakukan perubahan 

kurikulum PT di Indonesia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.1. Alur Sistem Pendidikan Tinggi 

 

Setelah diratifikasinya beberapa perjanjian dan komitmen global (AFTA, WTO, GATTS) 

oleh Pemerintah RI, maka dunia semakin mencair dalam berhubungan dan berinteraksi. 

Berbagai parameter kualitas akan dipasang untuk menstandarkan mutu lulusan di berbagai 

belahan bumi. Berbagai kesepakatan dan kesepahaman antar negara-negara di ASEAN mulai 

ditetapkan. Roadmap atau peta pengembangan mobilitas bebas tenaga kerja professional antar 

negara di ASEAN telah dibentangkan. Perkembangan roadmap tersebut dimulai semenjak 

tahun 2008 dengan melakukan harmonisasi berbagai peraturan dan sistem untuk memperkuat 

institusi pengembang SDM.  

Selain alasan tuntutan paradigma baru pendidikan global di atas, secara internal, kualitas 

pendidikan di Indonesia sendiri, terutama pendidikan tinggi memiliki disparitas yang sangat 

tinggi. Antara lulusan S1 program studi satu dengan yang lain tidak memiliki kesetaraan 

kualifikasi, bahkan pada lulusan dari program studi yang sama. Selain itu, juga sukar 

dibedakan antara lulusan pendidikan jenis akademik, dengan vokasi dan profesi. Tidak adanya 

standar kualifikasi pendidikan ini membuat akuntabilitas akademik lembaga pendidikan tinggi 

semakin turun. 
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Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia, dorongan sekaligus dukungan untuk mengembangkan sebuah 

ukuran kualifikasi lulusan pendidikan di Indonesia dalam bentuk sebuah kerangka kualifikasi, 

yang kemudian dikenal dengan nama Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 

menjadi sebuah tonggak sejarah baru (milestone) bagi dunia pendidikan tinggi di Indonesia 

agar menghasilkan sumber daya manusia berkualitas dan bersaing di tingkat global. Pasal 1 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan: 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, 

adalah kerangka penjenjangan kualifiasi kompetensi yang dapat 

menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang 

pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka 

pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di 

berbagai sektor. 

 

KKNI juga disusun sebagai respon dari ratifikasi yang dilakukan Indonesia pada tanggal 

16 Desember 1983 dan diperbaharui tanggal 30 Januari 2008 terhadap konvensi UNESCO 

tentang pengakuan pendidikan diploma dan pendidikan tinggi (The International Convention 

on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education in Asia and the 

Pasific). Dalam hal ini dengan adanya KKNI maka negara-negara lain dapat menggunakannya 

sebagai panduan untuk melakukan penilaian kesetaraan capaian pembelajaran serta kualifikasi 

tenaga kerja baik yang akan belajar atau bekerja di Indonesia maupun sebaliknya apabila akan 

menerima pelajar atau tenaga kerja dari Indonesia. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perjalanan perubahan 

kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia diawali tahun 1994 melalui Keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 056/U/1994 tentang Pedoman 

Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, dimana 

kurikulum yang mengutamakan ketercapaian penguasaan IPTEKS, oleh karenanya disebut 

sebagai Kurikulum Berbasis Isi. Model kurikulum ini, ditetapkan mata kuliah wajib nasional 

pada program studi yang ada. Kemudian pada tahun 2000, atas amanah UNESCO melalui 

concept the four pillars of education, yaitu learning to know, learning to do, learning to be 

dan learning to live together (Dellors, 1998), Indonesia merekonstruksi konsep kurikulumnya 

dari Kurikulum Berbasis Isi (KBI) ke Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). 

Kurikulum era tahun 2000 dan 2002 ini mengutamakan pencapaian kompetensi, sebagai 

wujud usaha untuk mendekatkan pendidikan pada kondisi pasar kerja dan industri. KBK 

terdiri atas kurikulum inti dan institusional, mencakup kompetensi utama, kompetensi 

pendukung dan kompetensi lainnya. Implementasi KBK memerlukan penetapan kompetensi 

utama melalui kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi, 

dan pengguna lulusan. Sedangkan kompetensi pendukung dan kompetensi lain, ditetapkan 

oleh perguruan tinggi sendiri. Dengan dorongan perkembangan global yang saat ini dituntut 

adanya pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah disetarakan secara internasional, dan 

dikembangkannya KKNI, maka kurikulum di perguruan tinggi sejak tahun 2012 mengalami 

sedikit pergeseran dengan memberikan ukuran penyetaraan capaian pembelajarannya. 

Kurikulum ini masih mendasarkan pada pencapaian kemampuan yang telah disetarakan untuk 

menjaga mutu lulusannya. Kurikulum ini dikenal dengan nama Kurikulum Pendidikan 
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Tinggi (KPT). Pada Tabel 1.1. di bawah ini menjelaskan perbandingan Kurikulum 

Pendidikan Tinggi di Indonesia dari waktu ke waktu. 

 

Tabel 1.1. Perbandingan Kurikulum Pendidikan Tinggi dari waktu ke waktu 
 

 KBI (1994)  KBK (2000/2002)  KPT (2012) 

     

 Kurikulum Nasional 
Kurikulum Inti dan 

Institusional  
Kurikulum Pendidikan 

Tinggi 

 

(Kepmendikbud 

Nomor:  (Kepmendikbud Nomor:  

(UUPT Nomor: 12/2012 

dan 

 056/U/1994) 232/U/2000 dan 045/U/2002) 

KKNI – Perpres Nomor 

8/2012) 

      

 Mengutamakan  
Mengutamakan 
pencapaian  Mengutamakan kesetaraan 

 penguasaan ipteks  kompetensi  capaian pembelajaran 

 Tidak merumuskan  Tidak ditetapkan batasan   Terdiri dari sikap dan tata 

 kemampuannya  keilmuan yang harus  nilai, kemampuan kerja, 

 Menetapkan MK wajib  dikuasai  pengembangan keilmuan, 

 

(100 – 110) dari 160 

SKS  Penetapan kompetensi  kewenangan dan 

 (S1)  

utama dari hasil 

kesepakatan  tanggungjawabnya. 

   program studi sejenis  Perumusan capaian 

     pembelajaran minimal 

     tercantum pada SNPT dan 

     Hasil kesepakatan prodi 

     sejenis.  
 
1.3 Arah Kebijakan Kurikulum Universitas Almuslim 

Rujukan penyusunan kurikulum harus mengacu kepada berbagai kebijakan maupun 

standar nasional yang disesuaikan dengan karakteristik pendidikan tinggi yang wajib 

menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat. Cakupan standar pendidikan tinggi lebih luas dari delapan 

standar yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan. Penerbitan Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), menuntut kurikulum pendidikan tinggi 

juga merujuk kepada cakupan capaian pembelajaran yang ditunjukkan oleh seorang lulusan. 
 

Kata kunci yang mengkaitkan antara kurikulum dengan KKNI adalah capaian 

pembelajaran (CP) dan kualifikasi. Pengemasan CP ke dalam jenjang kualifikasi KKNI sangat 

penting untuk keperluan penyetaraan kualifikasi dan rekognisi antara tingkat pendidikan dan 

tingkat pekerjaan. Di samping itu, pengemasan CP ke dalam KKNI juga penting untuk 

keperluan harmonisasi dan kerjasama saling pengakuan kualifikasi dengan negara lain, baik 

secara regional maupun secara internasional. 
 

Pengembangan kurikulum Program Studi di Universitas Almuslim didasarkan atas 

berbagai kebijakan yang ada sebagai berikut ini. 
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1. Penyusunan kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan capaian visi Umuslim 

yang inovatif, mandiri, dan terkemuka dalam menghasilkan lulusan berkualitas yang 

menjunjung tinggi nilai moral dan etika.  
2. Penyusunan kurikulum dilakukan dengan berpedoman pada Dokumen Mutu Umuslim 

yang terdiri dari kebijakan mutu, standar mutu, dan manual mutu.  
3. Kurikulum senantiasa dapat diperbaharui (living document) sesuai dengan perubahan 

dan perkembangan paradigma pendidikan tinggi atas dasar telaah kritis dengan 

didukung bukti ilmiah yang mengarah kepada kompetensi KKNI.  
4. Penyusunan kurikulum dilakukan dengan melibatkan Tenaga Ahli, stakeholders 

(pemangku kepentingan), Assosiasi Bidang Studi, dan civitas academika program 

studi untuk mendapatkan masukan.  
5. Penyusunan dan perbaikan kurikulum dilakukan serentak di setiap Program Studi dan 

diharapkan penerapannya juga dilakukan secara serentak.  
6. Pengembangan kurikulum didukung oleh Landasan Yuridis, Landasan Filosofi, dan 

Landasan Teoritis.  
7. Pengembangan kurikulum atas dasar Landasan Yuridis dengan mempertimbangkan 

peraturan-peraturan yang berlaku.  
8. Pengembangan kurikulum atas dasar Landasan Filosofi seperti idealisme, humanisme, 

esensialisme, parenialisme, dan rekonstruktivisme sosial.  
9. Pengembangan kurikulum atas dasar Landasan Teoritis didasarkan atas ilmu dan 

prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang mencakup relevansi, kontinuitas, 

fleksibilitas, efektivitas, efesiensi, dan pragmatis.  
10. Umuslim akan menyediakan dana bantuan pemutakhiran kurikulum kepada setiap 

prodi untuk mengembangkan dan melaksanakan kurikulum tersebut. 

11. Setiap Prodi hanya menjalankan 1 kurikulum yang telah disyahkan oleh Rektor 

Umuslim.  
12. Implementasi kurikulum KKNI harus dilaksanakan paling lambat semester Ganjil 

2016/2017.  
13. Mata Kuliah wajib di Umuslim mengacu kepada ketetapan Rektor Umuslim, dan  
14. Hal-hal teknis lainnya (seperti SKS, masa studi, dan lainnya) mengacu kepada 

Panduan Kurikulum yang ditetapkan oleh Rektor Umuslim. 
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BAB II  
PARADIGMA KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI 

 
 
2.1 KKNI dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi  

KKNI merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat 

menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang 

pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja 

sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Pernyataan ini ada dalam Peraturan 

Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 

Sangat penting untuk menyatakan juga bahwa KKNI merupakan perwujudan mutu dan 

jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional dan pelatihan yang 

dimiliki Negara Indonesia. Maknanya adalah, dengan KKNI ini memungkinkan hasil 

pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, dilengkapi dengan perangkat ukur yang 

memudahkan dalam melakukan penyepadanan dan penyejajaran dengan hasil pendidikan 

bangsa lain di dunia. KKNI juga menjadi alat yang dapat menyaring hanya SDM yang 

berkualifikasi yang dapat masuk dan bekerja ke Indonesia. 

Fungsi komprehensif ini menjadikan KKNI berpengaruh pada hampir setiap bidang dan 

sektor di mana sumber daya manusia dikelola, termasuk di dalamnya pada sistem pendidikan 

tinggi, terutama pada kurikulum pendidikan tinggi. 

 

2.2 KKNI Sebagai Tolok Ukur  
Pergeseran wacana penamaan kurikulum pendidikan tinggi dari KBK ke KPT memiliki 

beberapa alasan yang penting, sebagai berikut:  
a) Penamaan KBK tidak sepenuhnya didasari oleh ketetapan peraturan, sehingga masih 

memungkinkan untuk terus berkembang. Hal ini sesuai dengan kaidah dari kurikulum itu 

sendiri yang terus berkembang menyesuaikan pada kondisi terkini dan masa mendatang. 

b) KBK mendasarkan pengembangannya pada kesepakatan penyusunan kompetensi lulusan 

oleh perwakilan penyelenggara program studi yang akan disusun kurikulumnya. 

Kesepakatan ini umumnya tidak sepenuhnya merujuk pada parameter ukur yang pasti, 

sehingga memungkinkan pengembang kurikulum menyepakati kompetensi lulusan yang 

kedalaman atau jenjang capaiannya berbeda dengan pengembang kurikulum lainnya 

walaupun pada program studi yang sama pada jenjang yang sama pula. 

c) Ketiadaan parameter ukur dalam sistem KBK menjadikan sulit untuk menilai apakah 

program studi jenjang pendidikan yang satu lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. 

Artinya, tidak ada yang dapat menjamin apakah kurikulum program D4 misalnya lebih 

tinggi dari program D3 pada program studi yang sama jika yang menyusun dari kelompok 

yang berbeda. 

d) KKNI memberikan parameter ukur berupa jenjang kualifikasi dari jenjang 1 (terendah) 

sampai jenjang 9 (tertinggi). Setiap jenjang KKNI bersepadan dengan jenjang Capaian 

Pembelajaran (CP) program studi pada jenjang tertentu, yang mana kesepadanannya untuk 

pendidikan tinggi adalah jenjang 3 untuk D1, jenjang 4 untuk D2, jenjang 5 untuk D3, 

jenjang 6 untuk D4/S1, jenjang 7 untuk profesi (setelah sarjana), jenjang 8 untuk S2, dan 

jenjang 9 untuk S3. Kesepadanan ini diperlihatkan pada Gambar 2-1. 
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Gambar 2.1. Penataan Jenis dan Strata Pendidikan Tinggi 

 

e) CP pada setiap jenjang KKNI diuraikan dalam diskripsi sikap dan tata nilai, kemampuan, 

pengetahuan, tanggung jawab dan hak dengan pernyataan yang ringkas yang disebut 

dengan deskriptor generik. Masing-masing deskriptor mengindikasikan kedalaman dan 

jenjang dari CP sesuai dengan jenjang program studi. 

f) KPT merupakan bentuk pengembangan dari KBK, menggunakan jenjang kualifikasi 

KKNI sebagai pengukur CP untuk bahan penyusun kurikulum suatu program studi. 

g) Perbedaan utama KPT dengan KBK terletak pada kepastian dari jenjang program studi 

karena CP yang diperoleh memiliki ukuran yang pasti. 

 

2.3 Capaian Pembelajaran sebagai Bahan Utama Penyusunan KPT  

Akuntabilitas penyusunan KPT dapat dipertanggung jawabkan dengan adanya KKNI 

sebagai tolok ukur dalam penyusunan CP. Secara khusus kewajiban menyusun CP yang 

menggunakan tolok ukur jenjang KKNI dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi pada pasal 10 ayat 4, yakni: setiap 

program studi wajib menyusun deskripsi CP minimal mengacu pada KKNI bidang pendidikan 

tinggi sesuai dengan jenjang. Bahkan pada ayat yang sama juga dinyatakan bahwa setiap 

program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan 

kurikulum mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi. Dengan demikian semua 
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perguruan tinggi di Indonesia yang menyelenggarakan program studi harus mengembangkan 

kurikulum dan menyusun CP dengan menggunakan KKNI sebagai tolok ukurnya.  

Capaian pembelajaran dapat dipandang sebagai resultan dari hasil keseluruhan proses 

belajar yang telah ditempuh oleh seorang mahasiswa selama menempuh studinya pada satu 

program studi tertentu, dimana unsur CP mencakup sikap dan tata nilai, kemampuan, 

pengetahuan, dan tanggung jawab/hak. Seluruh unsur ini menjadi kesatuan yang saling terkait 

dan juga membentuk relasi sebab akibat. Oleh karenanya, unsur CP dapat dinyatakan bahwa 

siapapun orang di Indonesia, dalam perspektif sebagai SDM, pertama-tama harus memiliki 

sikap dan tata nilai keIndonesiaan, padanya harus dilengkapi dengan kemampuan yang 

tepat dan menguasai/didukung oleh pengetahuan yang sesuai, maka padanya berlaku 

tanggung jawab sebelum dapat menuntut/mendapat hak-nya. Kesatuan unsur CP tersebut 

digambarkan seperti Gambar 2-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 2.2. Capaian Pembelajaran Sesuai KKNI 

 

Apabila unsur-unsur pada CP tersebut dijadikan bahan utama dalam penyusunan 

kurikulum pada program studi, maka lulusannya akan dapat mengkonstruksi dirinya menjadi 

pribadi yang utuh dan unggul dengan karakter yang kuat dan bersih. 
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BAB III  
LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN KURIKULUM PROGRAM STUDI 

 

 

3.1 Penyusunan Struktur Kurikulum Program Studi  
Pengaturan mata kuliah dalam tahapan semester sering dikenal sebagai struktur 

kurikulum. Secara teoritis terdapat dua macam pendekatan penyusunan struktur kurikulum, 

yaitu model serial dan model paralel. Pendekatan model serial adalah pendekatan yang 

menyusun mata kuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Pada pendekatan serial 

ini, mata kuliah disusun dari yang paling dasar (berdasarkan logika keilmuannya) sampai di 

semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan (advanced). Setiap mata kuliah yang 

saling berhubungan ditunjukkan dengan adanya mata kuliah prasyarat. Mata kuliah yang 

tersaji di semester awal akan menjadi syarat bagi mata kuliah di atasnya. Permasalahan yang 

sering muncul adalah siapa yang harus membuat hubungan antar mata kuliah antar semester. 

Jika mahasiswa, mereka belum memiliki kompetensi untuk memahami keseluruhan kerangka 

keilmuan tersebut. Jika dosen, tidak ada yang menjamin terjadinya kaitan tersebut mengingat 

antara mata kuliah satu dengan yang lain diampu oleh dosen yang berbeda dan sulit dijamin 

adanya komunikasi yang baik antara dosen-dosen yang terlibat. Kelemahan inilah yang 

menyebabkan lulusan dengan model struktur serial ini kurang memiliki kompetensi yang 

terintegrasi. Sisi lain dari adanya mata kuliah prasyarat sering menjadi penyebab terlambatnya 

kelulusan mahasiswa karena bila salah satu mata kuliah prasyarat tersebut gagal mereka harus 

mengulang di tahun berikutnya. 

Adapun pendekatan struktur kurikulum model paralel menyajikan mata kuliah pada 

setiap semester sesuai dengan tujuan kompetensinya. Struktur paralel ini secara ekstrim sering 

dijumpai dalam model BLOK di Program Diploma III Kebidanan. Model Blok adalah 

struktur kurikulum paralel yang tidak berdasarkan pembelajaran semesteran, tetapi 

berdasarkan ketercapaian kompetensi di setiap blok, sehingga sering pula disebut sebagai 

model MODULAR, karena terdiri dari beberapa modul/blok. Tetapi, struktur kurikulum 

paralel tidak hanya dilaksanakan dengan model Blok, tetapi dapat juga dalam bentuk 

semesteran yaitu dengan mengelompokkan beberapa mata kuliah berdasarkan kompetensi 

yang sejenis. Sehingga setiap semester akan mengarah pada pencapaian kompetensi yang 

serupa dan tuntas pada semester tersebut, tanpa harus menjadi syarat bagi mata kuliah di 

semester berikutnya. 

Sebagai penutup dari rangkaian penyusunan kurikulum yang dilakukan oleh setiap 

program studi, dapat digambarkan dalam diagram di bawah ini. Di dalam gambar tersebut 

tampak bahwa pada awal pengembangan kurikulum, program studi harus menetapkan capaian 

pembelajaran pendidikannya, yang dikenal dengan profil (peran mahasiswa). Dari peran 

inilah, capaian pembelajaran di setiap tahap pendidikan dapat diturunkan dengan lebih 

akuntabel dan reliabel. Maknanya, tidak ada program studi yang terlewat dalam mencapai 

tujuan pendidikan nasional yang dituangkan dalam KKNI. Ketentuan dari penetapan capaian 

pembelajaran ini, diatur dalam standar kompetensi lulusan dalam Peraturan Menteri Riset, 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi 
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 Tingkat Keluasan   Kerja Umum,  

 Tingkat Kedalaman   Ketrampilan Khusus,  

 Tingkat Kemampuan   dengan  

 yang ingin dicapai   Bahan Kajian  

      

       
 
 

Konsep Mata Kuliah dan  
Besarnya SKS  

 
 
 
 
 
 
 

Struktur Kurikulum dan  
Rancangan Pembelajaran 

 
 

 

Gambar 3.1. Tahapan Penyusunan Kurikulum 

 

Langkah berikutnya adalah menetapkan bahan kajian untuk dapat memenuhi 

ketercapaian dari capaian pembelajaran tersebut. Ketentuan dari penetapan bahan kajian ini, 
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ditetapkan melalui standar isi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

Pola pengembangan yang sesuai dengan peraturan mengenai Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi ini, akan menjamin keterwujudan kurikulum yang akuntabel terhadap 

KKNI, serta lulusan yang dihasilkan sesuai dengan kualifikasi dari KKNI. 

 

3.2 Penetapan Capaian Pembelajaraan  
Deskripsi Capaian Pembelajaran (CP) menjadi komponen penting dalam rangkaian 

penyusunan kurikulum pendidikan tinggi (KPT). Sebagaimana telah diungkapkan di bab 

sebelumnya, CP dapat dipandang sebagai resultan dari hasil keseluruhan proses belajar yang 

telah ditempuh oleh seorang pembelajar/ mahasiswa selama menempuh studinya pada satu 

program studi tertentu. Unsur capaian pembelajaran mencakup: sikap dan tata nilai, 

kemampuan, pengetahuan, dan tanggung jawab/hak. Seluruh unsur ini menjadi kesatuan yang 

saling terkaitt dan juga membentuk hubungan sebab akibat. Secara umum CP dapat memiliki 

beragam fungsi, diantaranya :  
a) Sebagai Penciri, Deskripsi, atau Spesifikasi dari Program Studi.  
b) Sebagai ukuran, rujukan, pembanding pencapaian jenjang pembelajaran dan 

pendidikan.  
c) Sebagai kelengkapan utama deskripsi dalam SKPI (Surat Keterangan Pendamping 

Ijazah)  
d) Sebagai komponen penyusun kurikulum dan pembelajaran. 

 

Karena sifatnya yang multifungsi seperti di atas, maka sangat mungkin format diskripsi 

CP beragam sesuai dengan kebutuhannya. Pada fungsi tertentu CP dapat dideskripsikan 

secara ringkas, namun pada saat yang lain perlu untuk menguraikan secara lebih rinci. 

Keberagaman format CP sesuai dengan fungsinya tidak boleh menghilangkan unsur-unsur 

utamanya, sehingga CP pada program studi yang sama akan tetap memberikan pengertian dan 

makna yang sama walaupun dinyatakan dengan format berbeda. 

 

3.3 Unsur dalam Capaian Pembelajaran  
Pengertian capaian pembelajaran menurut KKNI (Perpres RI No. 8 Tahun 2012) adalah: 

internasilisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, pengetahuan, pengetahuan praktis, 

keterampilan, afeksi, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur 

dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja. 

Dalam SN-DIKTI salah satu yang terkait dengan pengertian termuat dalam salah satu 

standar yakni “standar kompetensi lulusan” yang tertera pada pasal 5 ayat (1) Permenristek 

dikti No. 44 Tahun 2015 yang dituliskan sebagai berikut : “Standar Kompetensi Lulusan 

merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan, yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran 

lulusan”. 

Dimana sikap diartikan sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari 

internalisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual, personal, maupun 

sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau 

pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Pengetahuan merupakan 
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penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis 

yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, 

penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Sedangkan 

Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, 

teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman 

kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait 

pembelajaran. 

 

Dalam SN Dikti, unsur ketrampilan dibagi menjadi dua yakni ketrampilan umum dan 

ketrampilan khusus.  
a) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap 

lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program 

dan jenis pendidikan tinggi; dan  
b) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap 

lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 3.2. Penetapan Capaian Pembelajaran menurut SN-DIKTI 

 

Keterkaitan utama CP adalah pada diskriptor generik KKNI, hal ini sangat jelas 

dikarenakan definisi CP dinyatakan pertama kali dalam Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI. Dalam KKNI, CP merupakan penera (alat 

ukur) dari apa yang diperoleh seseorang yang menyelesaikan suatu proses belajar baik yang 

terstruktur maupun tidak terstruktur. CP, dengan demikian akan mengidentifikasi unsur-unsur 

pencapaian belajar tersebut, sehingga dapat diidentifikasi jenjang atau derajatnya. 

 

3.4 Tahap Penyusunan Capaian Pembelajaran  
Menurut SN-DIKTI CP lulusan terdiri dari unsur sikap, ketrampilan umum, ketrampilan 

khusus, dan pengetahuan. Rumusan unsur sikap dan ketrampilan umum yang merupakan 

bagian dari CP telah dirumuskan dalam SN-DIKTI sebagai standar minimal yang harus 
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dimiliki oleh setiap lulusan sesuai jenis dan jenjang program pendidikannya. Sedangkan unsur 

ketrampilan khusus dan pengetahuan yang merupakan rumusan kemampuan minimal lulusan 

suatu program studi tertentu, wajib disusun oleh forum program studi yang sejenis atau 

diinisiasi dan diusulkan oleh suatu program studi. Hasil rumusan CP dari forum atau program 

studi dikirim ke Direktorat Pembelajaran Kemristek-DIKTI, dan setelah diverifikasi oleh tim 

pakar, hasil akhir rumusan CP bersama rumusan CP program studi yang lain akan dimuat 

dalam laman DIKTI untuk masa sanggah dalam waktu tertentu sebelum ditetapkan sebagai 

standar kompetensi lulusan (SKL) oleh Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristek-

DIKTI. Penyusunan CP, secara substantif dapat dilakukan melalui tahapan berikut:  
1. Bagi program studi yang belum memiliki rumusan “kemampuan lulusannya” dapat 

mencari referensi rumusan CP lulusan dari program studi sejenis yang memiliki reputasi 

baik, dan dari sumber lain yang pernah ditulis, misal dari: asosiasi profesi, kolegium 

keilmuan, konsorsium keilmuan, jurnal pendidikan, atau standar akreditasi dari negara 

lain. 

2. Bagi program studi yang telah memiliki rumusan „kemampuan lulusannya‟ dapat mengkaji 

dengan membandingkan serta menyandingkan rumusan tersebut terhadap rumusan CP 

pada KKNI untuk melihat kelengkapan unsur deskripsi dan kesetaraan jenjang 

kualifikasinya. 

3. Menyesuaikan hasil rumusan dengan rumusan sikap dan ketrampilan umum yang telah 

ditetapkan di SN-DIKTI sebagai salah satu bagian kemampuan minimal yang harus 

dicapai. 

 

3.5 Jenis Formulasi CP  
Ragam formulasi deskripsi CP dimungkinkan dikarenakan pernyataannya yang 

menyesuaikan dengan kefungsiannya. Pada saat dipergunakan sebagai penciri atau pembeda 

program studi yang nantinya akan dituliskan pada SKPI yang menyatakan ragam kemampuan 

yang dicapai oleh lulusan, pernyataan CP cenderung ringkas namun mencakup semua 

informasi penting yang dibutuhkan. Sedangkan pada saat dipergunakan untuk 

mengembangkan kurikulum pada program studi, pernyataan CP justru harus rinci sehingga 

dapat menggambarkan kemampuan pada setiap profil yang dituju. 

Sebagai penciri program studi, seringkali pernyataan CP dituntut untuk seringkas 

mungkin sehingga dapat saja dinyatakan dalam satu paragraf yang mencakup seluruh 

unsurnya. Pernyataan CP untuk kebutuhan pengembangan kurikulum dapat dilakukan dengan 

menelusuri dari profil yang dituju dan mengantisipasi bahan kajian yang akan disusun. CP 

pada pengembangan kurikulum berpeluang lebih mudah dikembangkan. 

Hasil penyusunan CP untuk mengembangkan kurikulum dapat dipergunakan sebagai 

perantara dalam menyusun CP untuk penciri program studi yang lebih ringkas. Polanya 

adalah dengan merekonstruksi diskripsi rinci pada CP kurikulum dengan melakukan filterisasi 

untuk mendapatkan substansi dari setiap pernyataan sehingga diperoleh kalimat atau paragraf 

yang konvergen. 

 

3.6 Alur Penyusunan CP 

Pola atau alur penyusunan CP, utamanya untuk referansi dalam menyusun dokumen 

kurikulum minimal mencakup :  
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a. Profil : postur yang diharapkan pada saat pembelajar lulus atau menyelesaikan seluruh 

proses pembelajaran dengan kesesuaian jenjang KKNI 

b. CP (Capaian Pembelajaran): dapat menyesuaiakan dengan deskriptor KKNI atau unsur CP 

pada SN-DIKTI.  
c. Bahan Kajian: sebagai komponen/materi yang harus dipelajari/diajarkan untuk mencapai 

CP yang direncanakan.  
d. Mata kuliah: merupakan wadah sebagai konsekwensi adanya bahan kajian yang dipelajari 

mahasiswa dan harus diajarkan oleh dosen.  
e. Metoda Pembelajaran: merupakan strategi efektif dan efesien dalam menyampaikan atau 

mengakuisisi bahan kajian selama proses pembelajaran.  
f. Metoda Penilaian: proses identifikasi dan penentuan tingkat penetrasi maupun penguasaan 

bahan kajian oleh pembelajar melalui parameter dan variabel ukur yang akuntabel.  
g. Dosen/laboran/teknisi: SDM yang tepat dan kompeten pada bidangnya sesuai dengan 

profil yang dituju yang harus ada dan siap.  
h. Sarana Pembelajaran: yang membangun lingkungan dan suasana belajar yang 

memberdayakan. 

Penyusunan CP dengan pola di atas setidaknya membutuhkan langkah penentuan atau 

identifikasi profil lulusan. Profil dapat disepadankan dengan spesifikasi teknis dari hasil 

proses produksi, dalam hal ini adalah proses pembelajaran pada institusi pendidikan. Dengan 

demikian, pendeskripsian profil menjadi langkah utama yang harus dilakukan dalam 

menyusun CP. Tidak akan ada CP yang dapat dihasilkan tanpa mengetahui profil terlebih 

dahulu. 

 

3.7 Langkah Menentukan Profil 

Profil lulusan suatu program studi dapat disusun secara praktis dengan mengikuti alur 

sebagai berikut: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S3  
TERAPAN 

 

S2 

TERAPAN 
 
 
 
 

Gambar 3.3. Langkah Penyusunan Profil Lulusan 
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Seyogyanya profil program studi disusun oleh kelompok program studi sejenis/asosiasi 

program studi, sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara 

nasional. Dalam penyusunan profil keterlibatan dari stake holders juga akan memberikan 

kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan dengan 

pemangku kepentingan yang nantinya akan menggunakan lulusannya. Hal ini menjamin mutu 

dari profil lulusan. 

Penentuan profil juga wajib merujuk pada jenjang kualifikasi lulusan sesuai dengan 

KKNI. Aspek yang perlu menjadi pertimbangan mencakup : sikap dan tata nilai, kemampuan, 

pengetahuan, tanggung jawab dan hak yang akan diemban oleh seorang lulusan. Kesesuaian 

tersebut dilakukan dengan membandingkan terhadap diskriptor generik KKNI. 

Untuk membangun kekhasan program studi, dianjurkan untuk mengidentifikasi 

keunggulan atau kearifan lokal/daerahsehingga rumusan profil akan memuat informasi 

mengenai kemampuan untuk menjawab persoalan dan tantangan yang berkembang atau 

muncul di daerah masing-masing.Bahkan jika perlu menjadi nilai unggul dari program studi 

bersangkutan. Demikian halnya dengan perkembangan berbagai sektor yang muncul di 

masyarakat harus dapat diakomodasikan, sehingga turut dalam mewarnai profil. 

Profil yang telah terdefinisi dengan jelas akan menjadi modal utama dalam 

mengembangkan pernyataan CP program studi. Satu program studi setidaknya memiliki satu 

profil, sangat umum bahwa satu program studi memiliki lebih dari satu profil. Berapa jumlah 

profil maksimum dapat diperkirakan dengan merujuk pada jenjang pendikan diperbandingkan 

dengan diskripsi KKNI. Secara umum, semakin tinggi jenjangnya, berpeluang untuk memiliki 

jumlah profil lebih banyak. 

 

3.8 Alur Menyusun Pernyataan CP  
Profil yang tersusun dengan cermat akan memudahkan dalam menyusun pernyataan CP. 

Metode paling sederhana dalam menyusun profil adalah dengan menguraikan setiap definisi 

profil menjadi unsur-unsur CP. Tip sederhana dalam menyusun CP dari profil yang ada adalah 

dengan pola fikir berikut: profil adalah indikasi apa yang dapat diperankan oleh seorang 

lulusan, sedangkan CP adalah apa yang harus dapat dilakukan oleh lulusan sesuai profil 

tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.4. Alur Menyusun Pernyataan CP 
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Diagram di atas menunjukkan alur penyusunan CP yang diturunkan dari profil dengan 

menguraikan kedalam unsur-unsur deskripsi pada KKNI. Perumusan CP dengan menguraikan 

kedalam unsur KKNI harus juga memasukkan komponen lain yakni : 

a. Indikator tingkat capaian: merupakan gradasi pernyataan deskripsi sesuai dengan jenjang 

yang akan dicapai, hal ini tertera dalam deskripsi generik KKNI;  
b. Visi dan misi program studi: menjamin kekhasan dan cita-cita atau tujuan dari program 

pendidikan dapat dicapai;  
c. Bidang keilmuan: sangat penting untuk program studi jenis akademik sesuai dengan 

nomenklatur;S3  
d. Bidang keahlian: pendidikan jenis profesi dan vokasi wajib mengidentikasi secara teliti;  
e. Kemungkinan bahan kajian yang diperlukan untuk membangun dan menyusun CP 

yang direncanakan;  
f. Referensi prodi sejenis yang berkembang di negara lain sebagai pembanding jika ada;  
g. Peraturan yang ada;  
h. Kesepakatan prodi dan juga profesi terkait. 

 

3.9 Rujukan Penyusunan Capaian Pembelajaran  
Pengembang kurikulum dapat menetapkan tujuan pembelajaran secara lebih spesifik jika 

menggunakan taksonomi pembelajaran untuk menyiapkan perencanaan desain pembelajaran 

sampai perlengkapan evaluasinya. Selama dekadeini, telah dikenalkan 3 (tiga) model besar 

taksonomi, yaitu mulai dari Bloom (1956), Anderson dan Krathwol (2002) dan terakhir 

adalah taksonomi belajar Marzano (2009). Penyusun kurikulum dan rancangan pembelajaran 

dapat memilih model taksonomi yang ada. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekhasan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERAPAN 
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BAB IV 

PENYUSUNAN MATA KULIAH 
 

 

4.1 PENETAPAN KELUASAN DAN KEDALAMAN PENGETAHUAN 
 

Di dalam menetapkan keluasan materi, mata kuliah yang harus dirujuk adalah CP yang 

telah ditetapkan. Sedangkan untuk menentukan cakupan atau ruang lingkup materi 

pembelajaran dan kedalaman pengetahuan harus diperhatikan cakupan materi. Secara praktis, 

penyusun kurikulum dapat menentukan materi/kajian apa saja yang diperlukan untuk 
menguasai CP. Materi/bahan kajian yang dipilih tersebut akan menghasilkan informasi secara 

lengkap mengenai keluasan materi/kajian sebuah mata kuliah. Keluasan cakupan materi 

berarti menggambarkan berapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi 
pembelajaran atau mata kuliah, sedangkan kedalaman materi menyangkut seberapa detail 

konsep-konsep yang terkandung di dalamnya harus dipelajari/dikuasai oleh mahasiswa. 

Dibawah ini akan disampaikan tabel contoh dari penggunaan analisis dengan menggunakan 
pertanyaan di atas terhadap sebuah capaian pembelajaran. 
 

Tabel 4.1 Penetapan keluasan materi diturunkan dari capaian pembelajaran 

 

Kualifikasi 
KKNI 

CAPAIAN PEMBELAJARAN 
KAJIAN/ILMU/MATERI/

POKOK BAHASAN 

S-1 Mampu menganalisis Prinsip-prinsip taksonomi 

dan nomenklatur; sifat, karakteristik, kedudukan 

dalam taksonomi, habitat, sistem-sistem didalam 

tubuh; contoh species, peranan hewan 

Invertebrata bagi manusia dan menggambarkan 

struktur contoh Hewan Invertebrata mewakili 

masing-masing classis yang mudah dijumpai 

dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu 

bekerjasama dalam memecahkan masalah. 
 

Klasifikasi dan nomenklature, 

struktur dan fisiologi: 

Protozoa; Porifera;  

Coelenterata; Platyhelminthes; 

Nemathelminthes; Annelida; 

Mollusca; Arthropoda; dan 

Echinodermata, serta 

hubungannya dengan 

kehidupan manusia. 

 

 

 

 

 

 

  
 

Prinsip penting lainnya yang harus diperhatikan adalah prinsip kecukupan (adequacy). 

Kecukupan (adequacy) atau memadainya cakupan materi pembelajaran (mata kuliah) juga 
perlu diperhatikan. Cukup tidaknya aspek materi dari suatu materi pembelajaran akan sangat 

membantu tercapainya penguasaan kompetensi dasar yang telah ditentukan oleh masing-

masing program studi pelaksana. Cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran perlu 

ditentukan untuk mengetahui apakah materi yang harus dipelajari oleh mahasiswa terlalu 
banyak, terlalu sedikit, atau telah memadai sehingga sesuai dengan kompetensi dasar yang 

ingin dicapai, sesuai dengan kompetensi bidang ilmu spesifik dan juga sesuai dengan 

kompetensi yang telah ditetapkan oleh asosiasi program studi secara nasional. 

Setelah mendapatkan berbagai kajian ilmu, program studi juga perlu untuk menetapkan 

kedalaman dari materi yang akan disampaikan. Dalam proses penetapan kedalaman materi 

ini mengacu pada pasal 9 permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 yang telah menetapkan 

kerangka tingkatannya yang harus diacu. Penetapan ini dipandang perlu, agar di dalam 

melaksanakan kurikulum pendidikan tinggi nantinya hasil lulusannya dapat distandarkan, 

tidak terlalu rendah ataupun melampaui hingga kualifikasi yang jauh di atasnya. Tidak 

jarang, sebuah program studi menetapkan kedalaman materi di bawah kualifikasi yang 



 

18 

Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Universitas Almuslim 2015 

seharusnya. Misalnya, lulusan D-IV (sarjana terapan), hanya dituntut untuk menguasai 

konsep umum sederhana, dihafalkan dan diujikan dalam model pilihan ganda. Dapat 

dipastikan bahwa hasil lulusannya akan berada di bawah kualifikasi yang distandarkan 

KKNI. Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada Tabel 4.2 di bawah ini. 
 

Tabel 4.2 Kedalaman penguasaan pengetahuan  
 

LEVEL TINGKAT KEDALAMAN DAN KELUASAN MATERI PRODI 

 PEMBELAJARAN DALAM SN DIKTI  

9 Filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan ketrampilan S3 

 Tertentu  

8 Teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan dan ketrampilan S2 

 Tertentu  

7 Teori aplikasi bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu Profesi 

6 Konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan  

 tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus S1/D4 

 dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan tersebut secara  

 Mendalam  

5 Konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan D3 

 tertentu secara umum  

4 Prinsip dasar bidang pengetahuan dan ketrampilan pada D2 

 bidang keahlian tertentu  

3 Konsep umum pengetahuan dan ketrampilan operasional D1 

 Lengkap  

2 Pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan factual Lulusan 

 bidang kerja yang spesifik SMA 

1 Pengetahuan factual  
 

Tabel di atas menunjukkan adanya suatu kesinambungan ilmu dari tingkatan satu ke 

tingkatan lain. Oleh karenanya, untuk dapat menjalankan pendidikan secara terstandar dan 

sesuai dengan KKNI, penguasaan keluasan dan kedalaman pengetahuan ini harus dicapai 

secara kumulatif dan integratif. Di dalam Pasal 9 ayat (3) Permenristekdikti No. 44 Tahun 

2015 disebutkan bahwa Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif. Dalam hal ini 

pada program studi yang memiliki jenjang pendidikan berkelanjutan, perlu untuk melakukan 

desain kurikulum secara berkesinambungan dan integratif dari jenjang ke jenjang. Sebagai 

contoh, program studi teknik elektro perguruan tinggi A menyelenggarakan dari strata S-1, S-

2 dan S-3, maka dalam menetapkan tingkat kedalamannya harus berkelanjutan dan integratif. 

Semua tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang ditetapkan untuk 

mencapai capaian pembelajaran tersebut dikemas dalam bentuk mata kuliah. Oleh karena itu, 

mata kuliah ditetapkan secara sangat terstruktur berdasarkan capaian pembelajaran dan 

kajian/materi yang diperlukan, bukan dibuat dengan mencontoh dan mengambil dari program 

studi lain yang sejenis. Dengan demikan, terbentuklah mata kuliah tersebut yang berorientasi 

kepada pencapaian kualifikasi yang sesuai. 
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4.2 PENGERTIAN STANDAR ISI 

Pengertian dari standar isi, sebagaimana yang tertuang di dalam Permenristekdikti No. 

44 Tahun 2015 pasal 8 ayat (1) adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan 

materi pembelajaran. Tingkat kedalaman serta keluasan dalam definisi ini merujuk pada CP 

yang ditetapkan. Tingkat kedalaman adalah sebuah tingkatan pencapaian kemampuan lulusan 

yang dirancang untuk memenuhi standar kompetensi lulusannya. Sementara keluasan materi 

adalah jumlah dan jenis kajian, atau ilmu atau cabang ilmu ataupun pokok bahasan yang 
diperlukan dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Pasal 8 ayat  
(3) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 menjelaskan bahwa Kedalaman dan keluasan 

materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, 

dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada 

masyarakat. 
Untuk dapat mewujudkan CP yang sesuai dengan bidang ilmu serta kualifikasi KKNI, 

suatu program studi perlu mendesain secara integratif antara penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat dalam kurikulumnya. Pemetaan kajian dalam kurikulum untuk dapat 

dikembangkan dan atau dikupas dalam sebuah penelitian, akan menjadi kekuatan tersendiri 
bagi program studi agar menghasilkan lulusan yang berkualitas. Selanjutnya pada paparan di 

bawah ini akan disampaikan secara lebih rinci mengenai metode dan ketentuan dalam 

menetapkan keluasan materi maupun kedalamannya. 
 
4.3 PENETAPAN BEBAN BELAJAR MATA KULIAH DAN SKS 

Penetapan kedalaman, kerincian, keluasan bahan kajian, dan tingkat penguasaanya, 

minimal harus mencakup “pengetahuan atau keilmuan yang harus dikuasai” dari deskripsi CP 

program studi yang sesuai dengan level KKNI dan telah disepakati oleh forum program studi 

sejenis. Dengan menganalisis hubungan antara rumusan kompetensi lulusan dan bahan 
kajian, dapat dibentuk mata kuliah beserta perkiraan besarnya beban SKS. Matriks rumusan 

CP dan bahan kajian (Tabel 4 . 3) dapat digunakan sebagai alat bantu agar keterkaitan antara 

kompetensi dengan bahan kajian menjadi lebih jelas, artinya tidak ada bahan kajian yang 
tidak terkait dengan CP yang akan dicapai. Di sisi lain dengan menggunakan matriks ini 

dapat diketahui asal munculnya matakuliah beserta besarnya SKS. 

 

Tabel 4.3. Matriks Kaitan Bahan Kajian dan CP Lulusan  
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Pembentukan sebuah mata kuliah dapat ditempuh dengan menganalisis keterdekatan 

bahan kajian serta kemungkinan efektivitas pencapaian kompetensi bila beberapa bahan 

kajian dipelajari dalam satu mata kuliah, dan dengan strategi atau pendekatan pembelajaran 

yang tepat. seperti contoh pada Tabel 4.4 berikut ini. 
 
Tabel 4.4 Contoh Penetapan Mata Kuliah berdasarkan Matriks Hubungan antara 

kompetensi lulusan dengan bahan kajian.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pada tabel di atas tampak banyak alternatif dalam membentuk mata kuliah. Mata kuliah 

A dan mata kuliah C merupakan integrasi dari berbagai ilmu yang bertujuan agar mahasiswa 

memiliki kemampuan yang komprehensif karena dipelajari dalam satu bungkus mata kuliah. 

Tetapi memungkinkan dibentuk mata kuliah B yang membahas satu bahan kajian untuk 

mencapai berbagai CP. 

Dari contoh pembentukan mata kuliah seperti di atas, merangkai beberapa bahan kajian 

menjadi suatu mata kuliah dapat melalui beberapa pertimbangan yaitu : (a) Adanya 

keterkaitan yang erat antar bahan kajian yang bila dipelajari secara terintergrasi diperkirakan 

akan lebih baik hasilnya; (b) Adanya pertimbangan konteks keilmuan, artinya mahasiswa 

akan menguasai suatu makna keilmuan dalam konteks tertentu; (c) Adanya metode 

pembelajaran yang tepat yang menjadikan pencapaian kompetensi lebih efektif dan efisien 

serta berdampak positif pada mahasiswa bila suatu bahan kajian dipelajari secara 

komprehensif dan terintegrasi. Dengan demikian pembentukan mata kuliah mempunyai 

fleksibilitas yang tinggi, sehingga suatu program studi sangat dimungkinkan mempunyai 

jumlah dan jenis mata kuliah yang sangat berbeda, karena dalam hal ini mata kuliah hanyalah 

kumpulan serangkaian bahan kajian yang dipilih sendiri oleh suatu program studi. 

Pasal 15 ayat (1) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 menyatakan bahwa beban belajar 

mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat ( 2) huruf (d), dinyatakan dalam 

besaran satuan kredit semester (SKS). Untuk menetapkan besaran SKS sebuah mata kuliah, 

terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti. Menurut Betts & Smith (2005) dalam buku 

Developing the Credit- based Modular Curriculum in Higher Education, salah satu dasar 

pertimbangan penyusunan kurikulum dengan sistem kredit adalah beban kerja yang 
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diperlukan mahasiwa dalam proses pembelajarannya untuk mencapai kompetensi hasil 

pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Dasar pemikiran penetapan satuan kredit ini adalah equal credit for equal work 

philosophy. Oleh sebab itu diperlukan perhitungan terhadap beban mata kuliah yang akan 

dipelajari. Beban mata kuliah ini sangat ditentukan oleh keluasan, kedalaman, dan kerincian 

bahan kajian yang diperlukan untuk mencapai suatu kompetensi, serta tingkat penguasaan 

yang ditetapkan. Setelah mendapatkan beban/alokasi waktu untuk sebuah mata kuliah, maka 

dapat dihitung satuan kredit persemesternya dengan cara memperbandingkan secara 

proporsional beban mata kuliah terhadap beban total untuk mencapai SKS total suatu 

program studi yang ditetapkan (misalnya untuk program S1 dan D-IV minimal beban SKS 

sebesar 144 SKS). Dalam paradigma pengembangan kurikulum ini, besarnya SKS sebuah 

mata kuliah atau suatu pengalaman belajar yang direncanakan, dilakukan dengan 

menganalisis secara simultan beberapa variabel, yaitu (a) tingkat kemampuan yang ingin 

dicapai; (b) tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian yang dipelajari ; (c) cara/strategi 

pembelajaran yang akan diterapkan; (d) posisi/letak semester suatu mata kuliah atau suatu 

kegiatan pembelajaran dilakukan; dan (e) perbandingan terhadap keseluruhan beban studi di 

satu semester yang menunjukkan peran/ besarnya sumbangan suatu mata kuliah dalam 

mencapai kompetensi lulusan. 

Secara prinsip pengertian SKS harus dipahami sebagai waktu yang dibutuhkan oleh 

mahasiswa untuk mencapai kompetensi tertentu, dengan melalui bentuk pembelajaran dan 

bahan kajian tertentu. Sementara itu, makna SKS telah dirumuskan dalam pasal 17 

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa 1 SKS : 
a. Untuk perkuliahan, responsi dan tutorial di kelas bermakna 50 menit pembelajaran tatap 

muka di kelas, 60 menit tugas mandiri dan 60 menit tugas terstruktur setiap minggunya; 
b. Untuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup tatap 

muka, 100 menit dan 70 menit tugas mandiri setiap minggunya; 
c. Untuk bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, 

penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang 
setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. 

 
Berdasarkan pengertian di atas maka bentuk pembelajaran yang akan dirancang harus 

memperhitungkan makna SKS di setiap mata kuliah yang ada. Pasal 17 ayat (3) 

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 juga menekankan bahwa setiap mata kuliah paling 

sedikit memiliki bobot 1 SKS. Selain itu pada Pasal 15 ayat (2) Permenristekdikti No. 44 

Tahun 2015 disebutkan bahwa semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran 

efektif selama paling sedikit 16 minggu. Proses penetapan SKS yang akan disajikan dalam 

struktur kurikulum perlu mempertimbangkan kekuatan lama belajar mahasiswa. 

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 bahwa masa studi 

dan beban belajar sebagai berikut:  
a. program diploma tiga: masa studi paling lama 5 (lima) tahun dengan beban belajar paling 

sedikit 108 (seratus delapan) SKS;  
b. program sarjana/sarjana terapan/diploma empat: masa studi paling lama 7 (tujuh) tahun 

dengan beban belajar paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS 

 

4.4 KETENTUAN KHUSUS KURIKULUM UNIVERSITAS ALMUSLIM 
 

Dalam penyusunan kurikulum program studi di Universitas Almuslim harus 

memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 
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1. Komposisi SKS suatu program studi terdiri atas minimal 60% SKS untuk Mata 

Kuliah kompetensi utama program studi dan maksimal 40% untuk Mata Kuliah 

muatan penciri universitas, fakultas, dan program studi.  
2. Mata Kuliah wajib disuatu program studi sarjana terdiri atas:  

a. MK wajib nasional adalah Pendidikan Agama 2 SKS, Bahasa Indonesia 2 SKS, 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 SKS  
b. Mata kuliah wajib Universitas Almuslim agama 4 SKS, Bahasa Inggris 2 SKS, 

KKM 4 SKS, Ilmu Alamiah Dasar 2 SKS (wajib untuk kelompok IPS), Ilmu 

Sosial dan Budaya Dasar 2 SKS (wajib untuk kelompok IPA). Pengantar Ilmu 

Komputer 2 SKS  
c. Mata Kuliah wajib fakultas 2-6  SKS  

3. Mata Kuliah wajib disuatu program studi Diploma-III terdiri atas:  
a. Mata Kuliah wajib nasional adalah Pendidikan Agama 2 SKS, Bahasa Indonesia 2 

SKS, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 SKS.  
b. Mata Kuliah wajib Universitas Almuslim adalah Pendidikan Agama 2 SKS, 

Bahasa Inggris 2 SKS  
c. Mata Kuliah wajib fakultas 2-6  SKS  

4. Muatan masing-masing mata kuliah tersebut disesuaikan dengan Capaian 

Pembelajaran pada jenjang KKNI program studi.  
5. Mata Kuliah konsentrasi atau bidang peminatan di setiap program studi yang 

wajib diambil tidak boleh melebihi 40% dari total SKS kelulusan. 

 
4.5 TEKNIK MENYUSUN KODE MATA KULIAH 
 

Kode mata kuliah terdiri dari enam karakter, dimana tiga karakter pertama dalam 
bentuk huruf menyatakan kode prodi, fakultas, atau universitas dan tiga karakter selanjutnya 

dalam bentuk angka menyatakan penomoran mata kuliah. 

 
MPK 

MKK  
MKB  
MPB 

          MBB 

 : Mata kuliah Pengembangan Kepribadian 

: Mata kuliah Keilmuan Keterampilan  
: Mata kuliah Keahlian Berkarya  

: Mata kuliah Perilaku Berkarya  
: Mata kuliah Berkehidupan Bersama 

 

Kode Angka 

Digit pertama menunjukkan posisi tahun mata kuliah pada kurikulum, yaitu: 
a. Angka 1, 2, 3, dan 4 berturut-turut menunjukkan tahun pertama, kedua, ketiga, dan 

keempat. 
b. Angka 5 menunjukkan mata kuliah pilihan. 

 

Digit kedua dan ketiga menunjukkan semester mata kuliah tersebut dalam kurikulum, 

misalnya: 

a. 01, 03, 05, 07, 09, 11, … merupakan mata kuliah di semester ganjil. 

b. 02, 04, 06, 08, 10, 12, ... merupakan mata kuliah di semester genap. 
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BAB V 
 

RANCANGAN PEMBELAJARAN 
 

 

Rencana kegiatan belajar mahasiswa dituangkan dalam bentuk rencana pembelajaran 

semester (RPS) atau nama lainnya, disusun oleh dosen atau tim dosen sesuai dengan bidang 

ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studinya. 
 

Terdapat beberapa model perancangan pembelajaran, salah satunya adalah Model 

ADDIE. Model ADDIE adalah salah satu model rancangan pembelajaran yang 

dikembangkan oleh Reiser dan Mollenda (1990). Model ADDIE disusun secara sistimatis 

dengan menggunakan tahap pengembangan yaitu analysis, design, development, 

implementation, dan evaluation yang disingkat dengan ADDIE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.1. Model Perancangan Pembelajaran ADDIE & Dick-Carey 

 

Tahapan pengembangan pembelajaran sesuai dengan model gambar di atas disajikan 

dalam bentuk tabel sebagai berikut, 

 
Tabel 5.1. Model Perancangan Pembelajaran ADDIE  

 TAHAPAN   LUARAN   

        

Analysis 
Menganalisis masalah-masalah pembelajaran 
sesuai  • 

Kebutuhan 
belajar   

 
kebutuhan belajar mahasiswa untuk 
mengindentifikasi   mahasiswa   

 capaian pembelajaran mata kuliah.  • 

Capaian 

Pembelajaran   

       

Design 
Design merupakan tahapan untuk menentukan 
indikator,  • Indikator   

 
intrumen asesmen dan motode/strategi 
pembelajaran  • 

Instrumen 

Asesmen   

 berdasarkan hasil tahapan analysis.  

• Metode/strategi 
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    Pembelajaran   

   • Tugas-tugas   

       

Development 
Berdasarkan tahapan design kemudian pada 
tahapan  • 

Bahan 
Pembelajaran   

 
development, dikembangkan bahan pembelajaran 
dan media  • 

Media 

Penghantaran   

 penghantarannya.       

 

 

 TAHAPAN  LUARAN 

    

Implementation 
Berdasarkan hasil dari tahapan development, 
kemudian 

Pelaksanaan 
Pembelajaran 

 
diimplementasikan dlam proses pembelajaran 
mahasiswa. 

Mandiri atau 
Terbimbing 

    

Evaluation 
Berdasarkan pelaksanaan proses pembelajaran 
kemudian • Evaluasi Proses 

 
dilakukan evaluasi untuk meningkatkan efisiensi 
dan  Pembelajaran 

 
efektifitas belajar mahasiswa dalam menggapai 
capaian • Evaluasi Hasil 

 pembelajarannya.  

Pembelajaran    

    

 

Selanjutnya dari hasil perancangan tersebut dituliskan dalam bentuk Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS) dengan butir-butir paling sedikit memuat:  
a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen 

pengampu;  
b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;  
c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk 

memenuhi capaian pembelajaran lulusan;  
d. kriteria, indikator, dan bobot penilaian;  

pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus 

dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; 

e. metode pembelajaran;  
f. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai  
g. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;  
h. daftar referensi yang digunakan. 
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Tabel 5.2. Format Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 

 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 
1. PROGRAM STUDI : ………………………………………………………………………………………….. 

2. MATA KULIAH : ………………………………………………………………………………………….. 

3. KODE MATA KULIAH : ………………………………………………………………………………………….. 

4. SKS : …………………………………………………………………………………………… 

5. SEMESTER : ………………………………………………………………………………………….. 

6. MATA KULIAH PRASYARAT : ………………………………………………………………………………………….. 

7. DOSEN PENGAMPU : ……………………………………………………………………………………………. 

8. CAPAIAN PEMBELAJARAN : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Pertemuan 
Ke 

Kemampuan Akhir 
yang Direncanakan 

Materi Pokok 

Bentuk Pembelajaran (Metode dan 
Pengalaman Belajar) PENILAIAN 

Referensi 

Indikator1) Bentuk2) Bobot3) 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1        

dst        

16        

 
Catatan:1)indikasi-indikasi yang menyatakan pencapaian pembelajaran tiap tahapan belajar yang dapat diukur dan diamati 
           2)bentuk penilaian sesuai indikator capaian pembelajaran tiap tahapan belajar dalam bentuk tes/non tes 
           3) bobot (dalam %) tiap jenis penilaian sesuai dengan kedalaman dan keluasan capaian pembelajaran pada setiap tahapan pembelajaran 
 
9. REFERENSI 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Tabel 5.3. Penjelasan pengisian RPS  
 NOMOR   

JUDUL KOLOM 
  

PENJELASAN PENGISIAN 
 

 KOLOM      

1   MINGGU KE Menunjukan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, 

      yakni mulai minggu ke 1 sampai ke 16 ( satu 

      semester ) (bisa 1/2/3/4 mingguan).  

        

2   KEMAMPUAN Rumusan kemampuan dibidang kognitif, 

    AKHIR YANG psikomotorik, dan afektif diusahakan lengkap dan 

    DIHARAPKAN utuh (hard skills & soft skills). Merupakan tahapan 

      kemampuan  yang  diharapkan  dapat  mencapai 

      kompetensi mata kuliah ini diakhir semester. 

     

3   BAHAN KAJIAN Bisa diisi pokok bahasan / sub pokok bahasan, atau 

    (materi belajar) topik   bahasan   (dengan   asumsi   tersedia 

      diktat/modul njar untuk setiap pokok bahasan). 

     

4.   STRATEGI Model pembelajaran yang dipilih (Misal: PBL, 

    PEMBELAJARAN Inquiry Leraning, dll), Metode (misal: ceramah, 

      diskusi,  presentasi  tugas,  seminar,  simulasi, 

      responsi, praktikum, latihan, kuliah lapang, praktek 

      bengkel, survai  lapangan,bermain peran,atau 

      gabungan berbagai bentuk. Pendekatan (misal: 

      kontektual,  lingkungan,  dll)  Penetapan  strategi 

      pembelajaran didasarkan pada keniscayaan bahwa 

      kemampuan yang diharapkan di atas akan tercapai 

      dengan strategi pembelajaran tersebut.  

5.   Waktu Belajar Takaran waktu yang menyatakan beban belajar 
      dalam satuan SKS (satuan kredit semester). Satu SKS 

      setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit 

      kegiatan belajar per minggu per semester.  

6.   Kriteria Berisi indikator yang dapat menunjukan pencapaian 
    Penilaian kemampuan  yang  dicanangkan,  atau  unsur 

      kemampuan yang dinilai (dapat bersifat kualitatif 

      misalnya  ketepatan  analisis,  kerapian  sajian, 

      kreatifitas  ide,  kemampuan  komunikasi,  juga 

      kuantitatif misalnya jumlah kutipan acuan/ unsur 

      yang dibahas, kebenaran hitungan, dll).  

7.   Bobot Penilaian Disesuaikan dengan waktu yang digunakan untuk 

      membahas atau mengerjakan tugas, atau besarnya 

      sumbangan suatu kemampuan terhadap pencapaian 

      kompetensi mata kuliah ini.   
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Lampiran 1. FORMAT “KURIKULUM PROGRAM STUDI” 

 

Cover  
Kata Pengantar (Dekan)  
SK Rektor  
Tim Penyusun (sesuai SK Rektor)  
Daftar Isi (termasuk Daftar Lampiran)  
Daftar Tabel  
Daftar Gambar  
Bab 1. Pendahuluan (maksimal 2 lembar, secara ringkas juga diuraikan proses/mekanisme 

penyusunan kurikulum dan pihak-pihak yang terlibat, terutama pihak eksternal termasuk 

asosiasi keilmuan dan pengguna lulusan)  
Bab 2. Profil Program Studi (maksimal 5 lembar)  

2.1 Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan  
2.2 Profil Dosen Tetap dan Tidak Tetap (jika ada) dan Tenaga Kependidikan  
2.3 Profil Sumber Pembelajaran (Laboratorium, Perpustakaan, Teknologi Informasi, 

dll)  
2.4 Profil Layanan Kemahasiswaan (Himpunan, UKM, fasilitas olahraga, seni)  

Bab 3. Ketentuan Akademik (minimal sama dengan ketentuan akademik fakultas, dan dapat 

ditambah ketentuan lain sesuai karakteristik atau kebutuhan program studi selama tidak 

bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di Umuslim) 

- Pengertian dasar sistem kredit semester  
- Nilai kredit semester dan beban studi  
- Perkuliahan  
- Sistem evaluasi hasil belajar dan batas waktu studi  
- Bimbingan akademik dan asistensi  
- Administrasi akademik  
- Pengendalian Proses Pembelajaran  

Bab 4. Kurikulum  
4.1 Profil Lulusan  
4.2 Capaian Pembelajaran dan Kompetensi (utama, pendukung dan lainnya)  
4.3 Keterkaitan Mata kuliah/bahan kajian dengan Capaian Pembelajaran (bagian ini 

dapat juga ditempatkan pada lampiran)  
4.4 Komposisi kurikulum (SKS menurut kelompok kompetensi dan pengelompokan 

lain sesuai karakteristik program studi, dan perlu diperhatikan bahwa SKS mata 

kuliah pilihan/peminatan/ konsentrasi yang harus diambil tidak boleh melebihi 

40% dari total SKS kelulusan)  
4.5 Distribusi Mata Kuliah Per Semester  
4.6 Deskripsi Mata Kuliah  

Bab 5. Penutup  
Daftar Pustaka  
Lampiran  
Lampiran 1. Daftar Dosen Tetap Program Studi (Nama Lengkap, NIP/NIDN, Pangkat, 

Jabatan Akademik, Keahlian). 


